Peranan Pemerintah Daerah Dalam Menentukan Keberhasilan Proses Pembangunan Melalui Pelibatan Seluruh Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Di Daerah.

Abstrak: Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu untuk mengidentifikasi, mengelola, untuk selanjutnya melaksanakan program-program pembangunan daerah. Pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. proses perencanaan pembangunan daerah dimulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota provinsi maupun pusat/nasional dan melibatkan berbagai stakeholders tanpa terkecuali.  
Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses, partisipasi penyandang disabilitas serta faktor penghambat dan pendorong dalam proses pembangunan di daerah. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif , menggunakan Aktivitas pengumpulan data sekunder. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan waktu penelitian yang terbatas. Pengumpulan data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti media massa, literatur dan pemberitaan di internet. Hasil penelitian menunjukan bahwa Proses Pembangunan di daerah belum berjalan sebagaimana mestinya, di mana dalam tahap perencanaan di desa, kecamatan bahkan kabupaten/kota belum melibatkan penyandang disabilitas di dalamnya. Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua pihak guna meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, sehingga identifikasi terhadap masalah dan kebutuhan masyarakat dapat lebih optimal. 
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Abstract: The role of local governments in regional development planning is to identify, manage, and implement regional development programs. The local government plays a role in determining the success of the process of implementing government and development activities in the region. the regional development planning process starts from the village, sub-district, provincial and central/national district/city and involves all of stakeholders without exception.
The purpose of this study is to describe and analyze the process, the participation of persons with disabilities as well as the inhibiting and driving factors in the development process in the region. This research method is using a qualitative method with a descriptive approach, using secondary data collection. This was done to optimize the limited research time. Secondary data collection was collected from various sources such as mass media, literature and news on the internet. The results of the study show that the development process in the regions has not been running as it should, where in the planning stages in villages, sub-districts and even districts/cities have not involved persons with disabilities. For this reason, it is necessary to involve all parties in order to increase the participation of all levels of society, so that the identification of problems and community needs can be more optimal.
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PENDAHULUAN
Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan memiliki pengaruh yang sangat besar dan akan memiliki dampak terhadap perbaikan pelayanan publik yang kesemuanya akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman masyarakat. Melalui perencanaan yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, pemerintah dapat melihat kemudian memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan demikian, pemerintah harus memperhatikan tuntutan , harapan, pendapat , kebutuhan , kepentingan seluruh lapisan masyarakat dengan melibatkannya dalam proses perencanaan pembangunan hingga proses evaluasi terhadap pembangunan itu sendiri. Hendra Mondong (2013) menjelaskan bahwa "Peranan pemerintah pada masa ini lebih diarahkan untuk menciptakan aparatur yang efisien, efektif bersih, dan beribawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan Negara". Melalui Peranan pemerintah terhadap pembangunan berbagai masalah seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dsb dapat terpecahkan.
Selama ini berbagai peraturan yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat secara substantif belum mengatur siapa saja dan bagaimana partisipasi masyarakat itu dilaksanakan. Perlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan sejauh ini cenderung masih bersifat subjektif, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat hanya berperan memberikan masukan dan itu pun masih belum optimal. Dengan kondisi yang sedemikian tersebut, perlu ada keterbukaan dari pemerintah untuk menjadikan masukan dari masyarakat tanpa terkecuali sebagai dasar dalam menyusun kebijakan publik. 
Harus disadari bahwa untuk menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh, perlu keterlibatan seluruh komponen bangsa dalam pembangunan baik pada tataran desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi bahkan hingga tataran nasional. Perhatian pembangunan perlu diarahkan kepada pembangunan dalam segala aspeknya, karena titik tumpu pembangunan yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar 1945. Namun berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini. Hal ini diperkuat oleh adanya kenyataan bahwa pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan yang masih belum optimal sehingga masalah kemiskinan, keterbelakangan dan berbagai kerawanan sosial masih pula mewarnai kehidupan para penyandang disabilitas. Perlu usaha yang terencana untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik termasuk bagi penyandang disabilitas di dalamnya.
Memang pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempunyai hambatan dan permasalahan. Hambatan dan permasalahan tersebut meliputi kurangnya sumberdaya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, serta anggaran. Namun demikian, hambatan dan permasalahan tersebut hendaknya tidak dijadikan sebagai alasan mengingat pada prinsipnya adanya pembangunan justru sebagai satu-satunya cara untuk dapat memecahkan masalah seperti kesenjangan sosial, ekonomi, politik bahkan kebudayaan.

Istilah Penyandang Disabilitas.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas berarti keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa. Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS, yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas adalah: "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak". Frichy Ndaumanu (2020) mengemukakan bahwa "Penyandang disabilitas digolongkan juga sebagai salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi".  Diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan masih terlihat jelas (Zulfikar, 2017). Hal ini bukan tanpa sebab, karena penyandang disabilitas sering kali dianggap tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya menjadi beban saja.
Pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Frichy Ndaumanu (2020) menjelaskan bahwa "Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak".
"Data difabel menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018 juga menunjukkan dari kelompok usia 2-6 tahun berjumlah 33.320.357 jiwa yang meliputi penyandang disabilitas Sedang sebanyak 1.150.173 jiwa, dan penyandang disabilitas berat sebanyak 309.784 jiwa. Kelompok usia 7-18 tahun berjumlah 55.708.205 jiwa terbagi atas penyandang disabilitas sedang sebanyak 1.327.688 jiwa, dan penyandang disabilitas berat berjumlah 433.297 jiwa. Kelompok usia 19 - 59 tahun sebanyak 150.704.645 jiwa yang terbagi atas penyandang disabilitas sedang berjumlah 15.834.339 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas berat sebanyak 2.627.531 jiwa. Kelompok usia lebih dari 60 tahun sebanyak 24.493.684 jiwa dengan rincian yaitu penyandang disabilitas sedang sebanyak 12.073.572 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas berat 3.381.134 jiwa" Frichy Ndaumanu (2020).
Di dalam Infodatin Kementerian Kesehatan RI menyebutkan Kementerian Kesehatan mengumpulkan data penyandang disabilitas melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013 dan 2018. Dalam Riskesdas 2018 mendapatkan 3,3% anak umur 5-17 tahun yang mengalami disabilitas, pada umur 18-59 tahun di Indonesia sebesar 22,0%, sedangkan pada usia lanjut sebanyak 74,3%. Dalam beraktivitas sehari-hari, 22,0% mengalami hambatan ringan; 1,1% hambatan sedang; 1% mengalami hambatan berat; dan 1,6% mengalami ketergantungan total.
Begitu banyaknya penyandang disabilitas di Indonesia maka perlu adanya dukungan program dan kegiatan yang mengacu pada asas kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas tersebut yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan yang didukung dengan sarana dan prasarana khusus bagi penyandang disabilitas. Di dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan daerahnya. 

Pelibatan Penyandang Disabilitas Dalam Proses Pembangunan Daerah.
Proses pembangunan daerah dimulai dengan adanya informasi tentang ketersediaan sumber daya baik alam maupun manusia yang dimiliki suatu daerah, permasalahan yang ada di daerah, bahkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat. Itu semua dapat diperoleh melalui pelibatan seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali karena masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. hal ini sejalan dengan pendapat Conyers (1994:154-155) dalam R Wirawan, R Nurpratiwi (2015) yang lebih lanjut mengemukakan tiga (3) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting:
"1. masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan".
Melalui pelibatan masyarakat dalam pembangunan yang salah satunya dengan dilibatkannya seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas dalam Forum Konsultasi Publik, atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota bahkan hingga tingkat Provinsi dan Pusat/Nasional, maka masyarakat akan mengetahui alur proses pembangunan dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Oleh karena itu, menjadi tugas dari pemerintah daerahlah untuk mengangkat partisipasi masyarakatnya tanpa terkecuali dalam pelaksanaan pembangunan. Berbagai upaya dalam rangka pengembangan masyarakat secara terus menerus pun perlu dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan begitu diharapkan akan terwujud keserasian dan keseimbangan antara perencanaan yang bersifat top-down dengan perencanaan yang bersifat partisipatif demi tercapainya masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera.
Suatu perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran serta terlaksana dan bermanfaat hasilnya dengan baik bila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga kiranya merupakan keharusan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam penyusunan rencana pembangunan itu sendiri. Yang mana perencanaan itu sendiri bersumber dari pengalian dan perumusan masalah yang terdapat dimasyarakat. Sayangnya Pembangunan selama ini ternyata belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap pembangunan yang berkeadilan dan memihak kepada kelompok minoritas, salah satunya adalah penyandang disabilitas R Probosiwi (2017). 
Oleh karenanya Diperlukan paradigma pembangunan baru yang secara adil dan merata melibatkan seluruh masyarakat secara aktif sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat R Probosiwi (2017). Pelibatan seluruh masyarakat secara aktif memunculkan istilah pembangunan inklusi. Lenoir (1974) dalam R Probosiwi (2017) mengemukakan bahwa Inklusi sebagai suatu pendekatan yang mampu membangun dan mengembangkan lingkungan yang terbuka dengan mengikutsertakan semua orang dari berbagai latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, dan budaya. Dalam perkembangannya, diharapkan akan timbul kesadaran untuk lebih mempertimbangkan keterlibatan individu atau kelompok masyarakat dalam tata pemerintahan dan pembangunan. Yaitu pembangunan yang tidak semata memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, namun juga ketelibatan dan keberfungsian sosial masyarakat secara menyeluruh. Melalui prinsip hak asasi seperti partisipasi, non-diskriminasi dan akuntabilitas diharapkan pembangunan akan lebih efektif mengurangi masalah-masalah yang ada.

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Upaya pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan khususnya pada tataran pemerintahan terbawah masih belum berjalan secara maksimal. Upaya pelibatan masyarakat dalam pembangunan hingga kini masih berjalan secara parsial dengan belum adanya keterwakilan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan. 
2. Pemahaman masyarakat dan perangkat daerah terhadap penyandang disabilitas masih kurang dalam melihat hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi sebagai tanggung jawab bersama. 
3. Masih adanya stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas sebagai manusia “tidak berfungsi” sehingga penyandang disabilitas belum dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang sebenarnya adalah hak penyandang disabilitas. 
